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PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA,

tempat  kediaman  di  Kota  Prabumulih,

Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

pendidikan  SLTP,  tempat  kediaman  di  Kota

Prabumulih,  Sumatera  Selatan,  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih

pada  tanggal  12  November  2024  dengan  register  perkara  Nomor

287/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada

tanggal  xxxxxxxxxxxxx  M,  Tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kota
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Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan dengan  Kutipan Akta Nikah Nomor

xxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal xxxxxxxxxxx;  

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua  Termohon  yang  beralamat  di  Kota  Prabumulih,  Provinsi  Sumatera

Selatan,  selama  lebih  kurang  8  tahun  dan  terakhir  tinggal  di  rumah

kontrakan yang beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan

sampai dengan berpisah pada Juli 2022;  

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  (ba'da  dukhul)  dan 

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :    

3.1.    Anak  I  Pemohon  dan  Termohon  lahir  di

xxxxxxxxxxxxxxx Umur 25 Tahun, 1 Bulan Pendidikan terakhir SMA;

3.2.    Anak  II  Pemohon  dan  Termohon  lahir  di

xxxxxxxxxxxxxxx Umur 19 Tahun, 6 Bulan Pendidikan terakhir SMA; 

anak no. 3.1 sudah menikah dan mempunyai keluarga;

anak no. 3.2 tersebut berada dalam asuhan Pemohon; 

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun,  damai  dan  harmonis  selama  lebih  kurang  10  (sepuluh)  tahun

pernikahan, akan tetapi sejak bulan Mei 2008 rumah tangga Pemohon dan

Termohon terjadi perselisihan;

5. Bahwa sejak Mei 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1.    Termohon  memiliki  banyak  hutang  di  rentenir  tanpa

sepengetahuan dari Pemohon;

5.2.   Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria

idaman lain; 

6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi  pada Juli

2022 dikarenakan Termohon kembali  memiliki  banyak hutang di  rentenir

tanpa  sepengetahuan  dari  Pemohon  akibat  pertengkaran  tersebut

Termohon pergi dari rumah sejak Juli 2022 sampai dengan sekarang, dan

antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai dengan

sekarang;
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7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Prabumulih  kiranya  berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua  Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Prabumulih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  upaya  perdamaian  tetap  dilaksanakan  oleh  Hakim  dengan

menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon

tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  An.  PEMOHON,  NIK.

xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Desember 2018, bukti surat tersebut telah

diberi  meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P 1;

2.  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama Kota

Prabumulih  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Nomor  xxxxxxxxxxxxxx

Tanggal  xxxxxxxxxxxxxx,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai

cukup,  telah  dicap  pos dan telah  dicocokkan dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim, diberi tanda P 2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Buruh  Harian  Lepas,  bertempat  tinggal  di  Kota  Prabumulih  Provinsi

Sumatra Selatan,  di  bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan

harmonis, namun sejak sekitar tahun 2008 keduanya mulai tidak rukun

dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  hal  tersebut  dikarenakan  Termohon  sering  berhutang

tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman

lain;

- Bahwa  saksi  pernah  mendengar  lansung  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat

tinggal sejak tahun 2022;
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- Bahwa  saksi  sudah  menasehati  Pemohon  dan  Termohon  agar

rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi 2, Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Buruh  Harian  Lepas,  bertempat  tinggal  di  Kota  Prabumulih  Provinsi

Sumatra Selatan,  di  bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan

harmonis, namun sejak sekitar beberapa tahun dari anak keduanya lahir,

keduanya  mulai  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  hal  tersebut  dikarenakan  Termohon  sering  berhutang

tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman

lain;

- Bahwa  saksi  pernah  mendengar  lansung  pertengkaran  antara

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat

tinggal sejak 2 tahun lalu;

- Bahwa  saksi  sudah  menasehati  Pemohon  dan  Termohon  agar

rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas; 
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang

ternyata  subjek  hukum  dalam  perkara  ini  adalah  beragama  Islam,  maka

berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  tentang

perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan,  Pemohon  datang  menghadap  ke  persidangan,  sedangkan

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai

kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut  serta  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Termohon

disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,  maka  Termohon  harus  dinyatakan

tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai

(vide  bukti  kode  P.2),  maka  Pemohon  memiliki  kepentingan  hukum  untuk

bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam,  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses

mediasi  sebagaimana  dikehendaki  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam

duduk perkara, Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah

antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus  dan  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  rukun  kembali,  sebagaimana

ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
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tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan

sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal

149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara

ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah

Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap

Pemohon  tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan  Pemerintah  nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan

tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon

dan Termohon  masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah

bercerai,  (2).  Antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran

antara  Pemohon  dan  Termohon  tersebut  tidak  ada  harapan  untuk  rukun

kembali;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang,  bahwa terhadap alat  bukti  yang diajukan oleh Pemohon,

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 dan P2 yang diajukan

oleh  Pemohon,  Hakim  menilai  bahwa  alat  bukti  tersebut  dikeluarkan  oleh

pejabat  yang  berwenang,  telah  dinazegelen  dan  dicocokan  sesuai  dengan

aslinya  dalam  persidangan  ternyata  sesuai  dengan  akta  aslinya,  dengan

demikian alat  bukti  tersebut  telah memenuhi  persyaratan formil  sebagai  alat

bukti  autentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat,  sesuai  ketentuan  Pasal  1868,  1870,  1888  Kitab  Undang-Undang
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Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 patut dinyatakan terbukti

bahwa Pemohon merupakan warga Kota Prabumulih dan berdasarkan bukti P2

terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara

sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai,  oleh

karenanya telah terbukti  bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri

yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan

Termohon  berkualitas  hukum  untuk  bertindak  sebagai  pihak-pihak  yang

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sedemikian  rupa  sehingga

tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  harus  didengar  saksi  dari  keluarga

atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  terhadap  saksi-saksi  yang  diajukan  Pemohon  ke

persidangan,  Hakim  menilai  saksi-saksi  tersebut  adalah  orang  yang  sudah

mencapai  usia  di  atas  15  tahun,  cerdas  dan  boleh  didengar  sebagai  saksi

dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat

dengan  Pemohon  maupun  Termohon,  dan  saksi-saksi  tersebut  tidak

mempunyai  kepentingan  terhadap  perkara  ini  dan  memberikan  keterangan

masing-masing secara terpisah di  bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-

saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  yang  dihadapkan  Pemohon di  bawah

sumpahnya  menerangkan  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

serta  telah  diupayakan perdamaian namun tidak  berhasil,  bahkan Pemohon
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dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, keterangan

tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain; 

Menimbang,  bahwa  Hakim  menilai  keterangan  saksi-saksi  tersebut

saling  bersesuaian,  tidak  bertentangan  satu  sama  lain  serta  mendukung

kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut

telah memenuhi  syarat  materiil  sebagai  alat  bukti  sebagaimana dikehendaki

dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat

ditemukan fakta  hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  meskipun  sudah  pernah  diupayakan  damai

namun tetap tidak berhasil rukun; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon

sudah pisah, dan Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon

agar  rukun  kembali  dengan  Termohon  tetap  tidak  berhasil,  hal  tersebut

merupakan  qarinah (petunjuk) yang dapat  ditarik persangkaan hakim bahwa

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  dalil

permohonan  Pemohon  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan

untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya  sering  terjadi  perselisihan  yang  terus  menerus  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah  tangga  yang  bahagia,  yang  penuh  rahmah  dan  kasih

sayang  seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasangan  suami  istri,  justru

sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah

satu  atau  kedua  belah  pihak.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  pakar

Hukum lslam yang termuat  dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni  fii  ath-

Thalaq  yang  menyatakan,  "lslam  memilih  lembaga  talak/perceraian  ketika

rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat

lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),

dengan  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  isteri-suami  dalam
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“penjara”  yang  berkepanjangan,  hal  tersebut  merupakan  sesuatu  yang

bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Hakim  berpendapat  alasan  perceraian  Pemohon  telah  memenuhi

ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga

permohonan  Pemohon  harus  dikabulkan  dengan  memberi  izin  kepada

Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  dihadapan

sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang,  bahwa  untuk  pelaksanaan  ikrar  talak  dimaksud,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal  70 ayat  (3)  Undang-Undang Peradilan Agama

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

123  Kompilasi  Hukum Islam,  akan  ditetapkan  setelah  putusan  izin  cerai  ini

berkekuatan  hukum  tetap,  dengan  memanggil  masing-masing  pihak

berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI 

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;       

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
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3. Memberi  izin  kepada Pemohon  (PEMOHON)  untuk menjatuhkan talak

satu raj'i  terhadap Termohon  (TERMOHON)  di  depan sidang Pengadilan

Agama Prabumulih;                      

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang  Hakim  Tunggal pada hari  Senin,

tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal

1446 Hijriah, oleh Humaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari  itu  juga  oleh Hakim tersebut dengan

didampingi oleh Al Mualif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

  Humaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Al Mualif, S.Ag.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp  30.000,00

-  Proses : Rp 80.000,00

-  Panggilan : Rp  34.000,00

-  PNBP : Rp  30.000,00

-  Redaksi : Rp  10.000,00
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-  Meterai : Rp  10.000,00

-  Pemberitahuan Isi Putusan   : Rp 17.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).
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